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Pemkab Bangkep Dinifai
Tak Becus Urus Anggaran

~ Aneh, Urus DPA
Tidak Bisa Tapi WTP

BANGKEP - Pemerintah
Kabupaten Bangkep dinilai ti-
dak profesional dalam mengu-
rus APBD. Sampai dengan akh-
ir April, hampir semua SKPD
di Bangkep belum selesai mer-
ampungkan DPA. Akibatnya,
meski APBD sudah ditetapkan
4 ‘April 2014 lalu, kini APBD
belum bisa dicairkan dan ber-
dampak pada sektor jasa yang
belum terbayarkan maupun
kegiatan rutin pemerintahan
harus tertunda.

Pengamat kebijakan publik
di Luwuk Kabupaten Banggai,
Hardiyanto menilai, manajerial
pemerintahan Bupati Bangkep
Lania Laosa dinilai payah dan
memperihatinkan.  Pasalnya
untuk menginput DPA har-
us berlarut-larut, bahkan sam-
pai APBD sudah ditetapkan,

ternyata belum rampung DPA.
“Seharusnya DPA itu sele-

sai sebelum paripurna -saat’

berbentuk RKA. Disinilah le-
tak ketidakmampuan PNS di
Bangkep dalam menjalank-
an roda pemerintahan. Ini
bukti kelemahan manajerial
Bupati Lania,” ujar Hardi yang
merupakan tokoh masyarakat
Luwuk dan Salakan.

Hardi mengatakan, ketida-
kmatangan PNS di Bangkep
dalam memprogramkan angg-
aran tidak boleh dibiarkan be-
gitu saja oleh pemimpinnya.
Karena dalam sebuah pemer-
intahan yang good governance
dibutuhkan sosok PNS yang
handal dalam memenej keuan-
gan. Karena itu, jika mengu-
rus DPA saja, tidak bisa, ma-
ka bupati perlu mencari sosok
PNS yang handal mengganti-
kan PNS yang dinilai bodoh.
“Diluar itu, saya justru heran,
Bangkep ini bisa WTP. Padahal

urus DPA saja keteteran. Tapi
dalam konteks manajerial ang-
garan, dibutuhkan ketegasan
Bupati Lania dalam membina
dan melatih PNS. Jangan juga
Bupati ikut enjoy dengan ber-
larut-larutnya APBD, karena
ada kepentingan lain,” tekan
Hardy.

Hardy menilai, roda pemer-
intahan di Bangkep tidak ber-
jalan seimbang, karena sam-
pai dengan pertengahan triwu-
lan II, anggaran rutin PNS ti-
dak dibiayai oleh dana APBD.
Bahkan sampai tahun ketiga ka-
linya, dalam tiga tahun hal yang
sama terus terulang. “Harus
ada evaluasi total agar pada ta-
hun selanjutnya tidak terjadi
lagi. Pemerintah itu butuh ke-
percayaan pihak ketiga. Kalau

. kondisinya begitu, mana ada

yang mau pihak ketiga investa-
si ke Salakan. Buat apa, cuma
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J/ Hardy: Seharusnya
Pemkab Bangkep Tahu Malu
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diutang. Seharusnya Pemkab
Bangkep, tahu malu dong,
kalau ada yang sindir seperti
itu,” ujarnya.

Disamping itu, lambat-
nya APBD itu membuat

program pemerintahan ka-

cau balau. “Blsa jadi ten-
der nanti akan lambat, pen-
gumumannya juga lambat,
kontraknya pasti lambat,

2013,

- pekerjaannya pun jadi lam-

bat. Jadinya seperti tahun
karena terlambat
banyak pekerjaan menye-
berang tahun dan dikerja
asal-asalan, karena waktu
yang mepet,” jelasnya.(bar)




